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DEICGAI RAIIilAT TI'HAI{ YAI{G MAHA ESA
CAMAT SABBANG

Menimbang a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Pubiik yang dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon
informasi publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertuli$ atas setiap kebijakan yang
diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan PPID Kecamatan Sabbeng
Kabupaten Luwu Utara teatang Penetapan Daftar
Informasi Yang Dikecualikan ;

Mengingat 1.

2.

a

4.

5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1.999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaal Informasi Publik (l,embaga Negara
Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 61, Tambahan
kmbaran Negara Republik indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2O1O tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarg



Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)
sebagaimana 

-teUf, aiuUah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentag
peruUahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
tamUafran Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2O1O Nofiot 272,
Tambahan Berita Negara nomor 1);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor i Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor LlLl '/nl I KS
Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2t4vry /KS Tahun
2O2l yang tercan tum dalam lampiran lI {Dua) Merupakan
bagien tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETICA Keputusan ini muiai berlaku pada tangga! ditetapkan.

Ditetapkan di ;

pada tanggal l

Marobo
16 Agustus 2021

CAMAT SAT}BANG,
SELAKU PPID PEMBANTU,

AR, S.Sos

4

//



LAMFIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SABI]ANO
SELAKU PPID PEMBANTU
N0M0R : t88c.4r/ rt/ KS I Ytil I 2a2\
TENTANG
PENETAPAN DAtr"IAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAIT II5FORMASI YAITG DIIrcCUALIITA$
I(TCAMATAN SABEAJTG

I),tsAR ItliKUr!1 KII'l'llRAn*(i
BATAS

WAK'TI]
PENGf,CIIA

LIAN

AXTI}AT BII-A
tltBUKA
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MANITAAT IIII.,A
DITTI'[T]P

K()NST:KT;I,]NSI

(]) (3)
I

I(ON'I'IiN IN F'ORM,TS I

Kegiatan rahasia trantib dan
penanganan kasus yarg
ft engganggu mxsyarakat seperti
organisasi masyarakat vang tidak
sesuei p€ratutan p€rundsng
1.1

2

.l

Dapat terdeteksi dini oleh
pihat-pihak yaog
menBganggu maryarakat dan
dapat mernbthayakan
p€rtahanafl dan keamenafl

Dapat menghanrbal proses

Dapat nenyebabkan
penyalahgunaan data oleh

hukum

hak tidak berhak
4

5

Dokumen penyelasaian

Data Otryek pajak dan ret busi

Usulan desa

ahli waris

onflik tanah

6 I'idak 'I erbatas Berisi data penerinra yarg
akan divsifikasi

Menjaga ketenitran dan
pertahanar keumanan

Membanlu kelancaran

IVelindungil
mengamaEkafl databas€

ali dan retribusi

Dokumen terjaga

obiek

[clahasi a

hukunt

Menjaga proses
pnyelesaiaanAebiiakan

1 I;dak 'Ierbatas Melindungi kerahasiaan
dokumen

Menjagr proses
pnyelesaiaan/liehiiakan

Melindungi kerehasiaan
dokumar

l,

Data penerima bsntuan prOgram

Pemerimah.
LP.l Realisasi l)ana Desa

l,aporan kegiatan pembangunan di
Kelurahau/flesa bernrasalah

l'idak 'Ierbatas

I

I

I

I

l

I

i
I

I
I

i
I

I

I

I

I
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q Sergketa tanah (GRC,Alas Hak)

l0

Tidat lerbatas li,lerrj aga proses
esaianlkebi akan

'I idak'lerbatas Me{ aga proses
penyelesaianAiebijakan

Melindungi kerahasiaan
dokumen
Mdindung kerahasiaan
dolumen

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT SABBANG
SELAKU PPTD PEMBANTU

KI , S,SOS

Marobo
l6 Agustus 2O2l

a

Sengketa rumah
langga(Perceraian)I



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SABBANG
SELAKU PPID PEMBANTU
N O MO R xt8. 4 4s rtfi<S|v|Jv 2oz1
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERITAACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR :@s/"rh/4<S

Pada hari Selasa, 10 Agusuts 2021 bertempat di Aula Kantor Camat Sabbang, yang

bertanda tangan di bawah ini:

1. St.Kidar, S.Sos, Camat Sabbang sebagai Atasan PPID Pembantu

2. Yuyu Wahyuddin, SE, Sekretaris Camat sebagai PPID Pembantu

3, Yobelianty Pasapangan, ST, Kasubag Program dan Pelaporan

4. Nuralam, SE, Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan

5. Syamsuarti, SE, Kasi Kependudukan

6. Andi Bahtiar, SE, tGsi Ketentraman dan Ketertiban

7. Bakti Tandi Sanga,S.Sos, Kasi Pemberdayaan Mesyarakat Desa

8. Muh. Nasbuddin, S.Sos, Kssi Pemerintahan Umum

S. Rahayu Ali, SE, lGsi Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Pubtik (KlP).

Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 10 informasi dinyatakan

dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Marobo, 16Agustus2021

Tim Penguji:

1. St.Kidar, S.Sos, Camat Sabbang sebagai Atasan PPID Pembantu

2. Yuyu Wahyuddin, SE, Sekretaris Camat sebagai PPID Pembantu

3" Yobelianty Pasapangan, ST, Kasubag Program dan Pelaporan

4. Nuralam, SE, Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan

5. Syamsuarti, SE, Kasi Kependudukan

6. Andi Bahtiar, SE. Kasi Ketsntraman dan Ketertiban

7. Bakti Tandi Sanga,S.Sos, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dese

8. Muh. Nasbuddin, S.Sos, Kasi Pemerintahan Umum

9. Rahayu Ali, SE, Kasi Kesejahteraan Sosial
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